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Kemarahan
Presiden

TUDING-menuding tentang siapa yang menjadi
biang penghambat investasi terus bergulir. Peme-
rintah pusat menuding pemerintah daerah sem-
barangan membuat aturan penghambat investasi.

Tidak mau kalah, pemerintah daerah balik me-
nuding pusat sering terlambat membuat peraturan
teknis soal investasi sehingga daerah tidak punya
cukup waktu untuk menunggu.

Puncak tudingan terjadi saat rapat kerja pemerintah
di Istana Bogor, Senin (21/2). Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono sendiri yang menyebut beberapa
kepala daerah kerap menghambat jalannya investasi
dan pembangunan yang telah diprogramkan dari
pemerintah pusat.

Hal itu dilakukan, kata Presiden, karena selama ini
banyak kepala daerah
tidak setuju dengan
program yang tidak
sesuai dengan kepen-
tingan kepala daerah
masing-masing. Kata
Kepala Negara, “Pe-
merintah daerah sering,
karena ada kepentingan
sendiri, tidak memper-
lancar dan cenderung
menghambat.”

Presiden menyebut
pemerintah pusat su-
dah bersusah payah
mencari dana hingga
US$300 miliar dan merancang kebijakan agar in-
vestasi tersebut mengalir ke daerah. Namun, proyek
besar itu dihentikan bupati atau wali kota.

Presiden juga mengkritik sejumlah program pem-
bangunan yang meleset akibat perencanaan dan
regulasinya tidak disiapkan dengan baik.

Bahkan secara gamblang Yudhoyono mengatakan
ia sudah kenyang dengan banyaknya komitmen,
seperti pembangunan infrastruktur transportasi di
DKI, tetapi semuanya pepesan kosong.

Kita memahami kegeraman Presiden. Itu lantaran
pemerintah merasa sudah mati-matian membuat
janji dan program investasi demi terwujudnya pe-
merataan dan kesejahteraan rakyat. Kepala Negara
tentu tidak ingin disebut sebagai sekadar penebar
janji dan program, tapi minim realisasi.

Namun, pemerintah mestinya juga memahami
apa yang membuat investasi di daerah terhambat.
Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 158
kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gu-
bernur, menjadi tersangka kasus korupsi.

Dari 33 provinsi, 17 gubernur menjadi tersangka
korupsi. Dari 491 kabupaten/kota, sebanyak 141
pemimpin menjadi tersangka korupsi.

Indonesia Corruption Watch mencatat total keru-
gian negara dari seluruh kasus korupsi kepala daerah
mencapai Rp4,8 triliun.

Mahalnya biaya pemilu kada membuat kepala
daerah begitu gampang terjerat oleh kasus korupsi.
Begitu terpilih menjadi kepala daerah, yang menjadi
prioritas pertama ialah mengembalikan dana pemilu
kada yang telah mereka keluarkan.

Itu bisa kita baca sebagai mengurus investasi itu
soal belakangan, setelah urusan pribadi selesai.
Karena itu, menyelesaikan hambatan investasi di
daerah harus dimulai dari hulu.

Mahalnya biaya pemilu kada bisa dipangkas bila
para kepala daerah tidak dipilih langsung, tetapi
oleh DPRD saja. Biarlah pemilihan langsung menjadi
domain jabatan presiden.

Namun, untuk melakukan hal itu, butuh kebera-
nian dan ketegasan. Selama dua hal itu tidak dimi-
liki, gairah investasi akan selalu menjadi pepesan
kosong.

Selama
keberanian
dan ketegasan tidak
dimiliki, gairah
investasi akan selalu
menjadi pepesan
kosong.”
Silakan tanggapi

Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com

PAUSE
Ponsel Rusak Otak

TELEPON seluler (ponsel) ternyata berdam-

\ {{ pak negatif bagi kesehatan, terutama fungsi
- otak. Para peneliti dari Fakultas Kedok-
’L

teran dan Saraf Universitas Chicago

dan peneliti dari Institut Kesehatan

Nasional AS menjelaskan peletakan

\, ponsel tepat di telinga lebih dari

50 menit dalam satu waktu dapat

\\ mengubah sel-sel otak. Panas radia-

si dari ponsel menjadi faktor utama

Pama AREAD berubahnya fungsi sel-sel otak itu.

“Panas radiasi ini yang memengaruhi bekerjanya sel-sel

otak, terutama bagian antena. Saat fungsi sel berubah, bisa

terjadi disfungsi pada bagian sel otak yang lain,” jelas pe-
neliti Christian Thalmann dari Universitas Chicago.

Thalmann menambahkan, terjadinya disfungsi sel-sel

otak dapat memicu kerusakan otak atau tumbuhnya sel

kanker. (Reuters/*/X-5)
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Sebuah gol Gomez
bisa menyulitkan

sang juara bertahan
untuk lolos ke delapan
besar.

Olahraga, Him 32

LOMBOK,
MAGNET BARU
SETELAH BALI

Him 10-15

ANTARA/AHMAD SUBAIDI

Kini mulai banyak wisatawan
mancanegara lebih memilih
pergi ke Lombok daripada Bali
karena lebih alami dan sepi.

Edisi Khusus Wisata,

Pemasangan

Iklan & Customer
Service

No Bebas Pulsa:
08001930930

e-mail:
cs@mediaindonesia.com

Rp2.900/eks

(dli luar P. Jawa
Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan

(dli luar PJawa
+ ongkos kirim)
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KUASAI TANK: Pengunjuk rasa antipemerintah mengekspresikan kegembiraan di atas tank yang mereka kuasai di Shahat, Libia, kemarin.
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Wilayah kekuasaan massa antipemerintah
terus bertambah dan mendekati kawasan

ibu kota Tripoli.

Mava PusPiTa SARI

OSISI pemimpin Libia
Moamar Khadafi se-
makin terjepit. Wilayah
hegemoni pria yang
telah berkuasa lebih dari 41
tahun itu menyempit seiring
dengan jatuhnya kota-kota be-
sar di sekitar Tripoli, ibu kota
Libia, ke tangan demonstran
antipemerintah.

Selama demonstrasi dua pe-
kan terakhir, massa oposisi telah
menguasai kota di pesisir timur.
Itu berawal dari perbatasan
Mesir lalu perlahan mencapai
Benghazi, kota terbesar kedua
setelah Tripoli. Kota-kota di wila-
yah timur yang hingga kini ma-
sih dikuasai Khadafi, termasuk
Derna dan Bayda, diperkirakan
segera jatuh.

Para pemberontak sekarang
bersumpah bakal merebut wi-
layah barat Libia dan ‘me-
merdekakan” Tripoli yang ber-
penduduk 6 juta orang.

Khadafi berupaya memper-
tahankan kekuasaannya de-
ngan menyiagakan tank-tank di
pinggiran ibu kota negara. Dia
juga memerintahkan pasukan-
nya menyerbu pemberontak
yang disebutnya dihasut oleh
pemimpin Al-Qaeda Osama
bin Laden.

Kemarin, tentara menembaki
demonstran yang berlindung di
masjid di Kota Zawiya, sebuah
kota penting yang dekat dengan
pelabuhan dan penyulingan
minyak dan terletak 50 km
arah barat Tripoli. Milisi pendu-
kung Khadafi juga menyerang
bandara Misrata, kota terbesar
ketiga di Libia, yang dikuasai
demonstran sejak Rabu (23/2).

Namun, perlahan tapi pasti
pengaruh Khadafi mulai lun-
tur. Kemarin, dua pilot pesa-
wat tempur, satu dari mereka

berasal dari suku yang sama
dengan Khadafi, nekat terjun
menggunakan parasut dan
membiarkan pesawat mereka
jatuh di padang pasir ketimbang
menaati perintah Khadafi.

Pukulan terberat terjadi se-
telah sepupu sang pemimpin,
Ahmed Gadhaf al-Dam, meng-
umumkan telah menyeberang
ke Mesir, sebagai protes ter-
hadap sikap Khadafi. Gadhaf
al-Dam sebelumnya masuk di
lingkaran dalam kekuasaan dan
bekerja sebagai utusan Khadafi
dalam urusan internasional.

Menlu Italia Franco Frattini
menyatakan sedikitnya 1.000
orang tewas selama kerusuhan
mengguncang Libia. Kekerasan
itu juga memaksa puluhan
ribu warga asing pergi. China
mengungsikan 4.500 peker-
ja mereka melalui pelabuhan
Benghazi.

Sanksi internasional

Dewan HAM PBB berencana
menggelar rapat darurat, hari
ini, untuk membahas sanksi
kepada Khadafi. Di sisi lain,
Presiden AS Barack Obama
menyebut bentrokan berdarah
yang terjadi di Libia sebagai se-
suatu yang tidak bisa diterima.
Obama mempertimbangkan
sejumlah opsi, termasuk pene-
rapan sanksi pembekuan aset
dan pelarangan masuk ke AS
untuk pejabat Libia.

Dari Tanah Air, Presiden Susi-
lo Bambang Yudhoyono akan
mengirim surat kepada Sekjen
PBB Ban Ki-moon terkait krisis
Libia. Presiden juga menugasi
Menko Polhukam Djoko Su-
yanto untuk memimpin satgas
penanganan 870 WNI di Libia.
(Mad /AP /Reuters/ Ant/1-1)

mayapuspita@
mediaindonesia.com

Dipo
Lampaui
Otoritas

LANGKAH Sekretaris Kabi-
net Dipo Alam, yang mengin-
struksikan sekjen dan humas
kementerian memboikot iklan
dan melarang wawancara staf
khusus kepresidenan dengan
media massa yang kritis ter-
hadap pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono, terus
mengundang reaksi berbagai
kalangan.

Pakar administrasi pemerin-
tahan Sofian Effendi menilai
Dipo sudah kebablasan. “Dipo
melampaui kewenangan se-
bagai sekretaris kabinet yang
seharusnya mengerjakan tugas
sebagai seskab dengan baik,”
kata Sofian saat dihubungi di
Jakarta, kemarin.

Menurut mantan Rektor UGM
itu, pernyataan Dipo yang kon-
troversial sangat merugikan
pihak kepresidenan karena se-
mestinya pemerintah bersaha-
bat dengan pers. “Presiden akan
terisolasi dari pers,” ujar guru
besar kebijakan publik ini.

Hal senada disampaikan juru
bicara Partai Hanura, Soehan-
doyo.

“Presiden perlu menegur
Dipo Alam. Ucapannya sudah
melampaui batas kewenangan
dan sangat membahayakan
kredibilitas Presiden yang saat
ini selalu menghargai kritikan,”
ujar mantan Kapuspen Kejak-
saan Agung ini.

Mantan Mensesneg Yusril
Thza Mahendra menilai pe-
merintah saat ini tidak bisa
membangun opini sehingga

Presiden perlu

menegur Dipo
Alam. Ucapannya
sudah melampaui batas
kewenangan.”

Soehandoyo
Juru Bicara Partai Hanura

melarang orang lain untuk
beropini yang mengkritik. “Ini
zaman kita menghormati kebe-
basan pers dan kita nggak bisa
melarang-larang orang. Kalau
ada beda sesuatu, debat saja,”
tuturnya. Ia juga mengatakan
tindakan Dipo tidak etis sebagai
pejabat negara.

Secara terpisah, Seskab Dipo
Alam kembali membantah
intruksi boikot iklan media di
Dewan Pers. Sebelumnya, saat
rapat dengan Komisi II DPR,
mantan aktivis 1978 ini me-
nyangkal hal yang sama.

“Saya tidak akan minta
maaf,” tegasnya dalam diskusi
di Gedung Dewan Pers, Jakarta,
kemarin. Meski demikian, ia
menyatakan siap meladeni so-
masi Media Indonesia dan Metro
TV. (Sus/*/Ant/X-6)

Berita terkait him 2

Nurdin Halid Abaikan Seruan Revolusi PSSI

SERUAN perlunya revolusi
PSSI terus menggema. Jumlah
massa yang menggelar aksi di
depan Kantor PSSI di Senayan,
Jakarta, kemarin, kian banyak
dan beragam. Seruan juga terus
menggema di Surabaya, Ma-
kassar, Bojonegoro, Bandung,
Brebes, Medan, Yogyakarta.

Mereka menuntut agar Nur-
din Halid tidak maju lagi men-
jadi Ketua Umum PSSI periode
2011-2015. Mereka pun mende-
sak agar pengurus PSSI periode
2007-2011 tidak lagi mengurusi
federasi sepak bola yang sudah
berdiri sejak 19 April 1930 itu.
Namun Nurdin Halid meng-
abaikan tuntutan itu.

Massa yang menyebut diri
Aliansi Suporter Indonesia
juga beraksi di depan Kantor

Kementerian Pemuda dan Olah-
raga (Kemenpora) mendesak
Menpora Andi Mallarangeng
membekukan PSSI. Mereka
menyerahkan kunci pintu pagar
PSSI yang mereka segel.
“Sistemnya harus diubah,
bukan hanya orang-orangnya.
Statuta PSSI harus diubah ka-
rena banyak hal yang tidak jelas
dan membuat penafsiran sesuai
dengan keinginan para pengu-
rus PSSI saat ini,” kata koordi-
nator aksi Sangap Surbakti.
Sementara itu, Nurdin Halid
yang tengah pulang ke kam-
pung halamannya di Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan, kemarin,
mengemukakan akan menuntut
Menpora Andi Mallarangeng.
“Saya dan pengacara sedang
berkoordinasi untuk menyusun

tuntutan untuk Menpora karena
pernyataannya telah merugikan
saya,” kata Nurdin.

Menpora menggelar konfe-
rensi pers, Senin (21/2), me-
minta Komisi Banding PSSI
merevisi keputusan komite
pemilihan.

Komite hanya meloloskan
Nurdin Halid dan Nirwan
Bakrie serta mencoret George
Toisutta dan Arifin Panigoro
sebagai calon Ketua Umum PSSI
pada kongres 26 Maret nanti.
Mengutip Standar Statuta FIFA,
aturan AFC dan AFF, Menpora
menyebutkan Arifin dan George
tidak melanggar aturan.

Nurdin menilai Menpora te-
lah mengintervensi persepakbo-
laan Indonesia. Terkait dengan
demonstrasi yang menentang

MI/PANCA SYURKANI

BENTROK: Demonstran anti-Nurdin Halid bentrok dengan massa
pendukung Ketua Umum PSS tersebut di Senayan, Jakarta, kemarin.

pencalonannya, Nurdin me-
ngatakan, “Saya ini dicalonkan.
Jadi kalau mau demo, harusnya

mendemo orang yang menca-
lonkan saya. Toh, saya bisa saja
mundur.” (Tim/X-7)
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PDIP Adili Anggota
yang Mangkir saat Paripurna

Pimpinan partai yang pro maupun kontra hak angket mafia pajak
mulai mengancam anggotanya yang indispliner.

ARYO BHAawoNO

EGAGALAN  Fraksi

PDI Perjuangan me-

ngegolkan hak angket

maba pajak dalam
Rapat Paripurna, Selasa (22/2)
mengundang amarah Ketua
Umum PDIP Megawati Soekar-
noputri. Lima anggota F-PDIP
yang mangkir akan di-sidang
ke Dewan Kehormatan par-
tai.

Kekecewaan Megawati ter-
ungkap dalam rapat pengarah-
an dan konsolidasi DPP PDIP
di Kantor DPP PDIP, Lenteng
Agung, Jakarta, kemarin. Rapat
tertutup itu berlangsung selama
2 jam dan diikuti pengurus DPP
dan fraksi DPR.

Sumber Media Indonesia me-
nyebutkan, dalam rapat itu,
Megawati mempersoalkan kega-
galan hak angket mafia pajak
karena 10 anggota PDIP absen.
Padahal, kelompok pendukung
hak angket hanya kalah dua sua-

ra dengan partai yang menolak
hak angket.

Sepuluh anggota PDIP yang
tidak hadir tersebut, antara lain
Taubq Kiemas, Guruh Soekar-
noputra, Panda Nababan, Du-
dhie Makmun Murod, Soewarno,
Sugianto Sabran, Indah Kurnia,
Herman Herry, Tri Tamtomo,
dan Olly Dondokambey.

Panda dan Soewarno masih
ditahan oleh Komisi Pembe-
rantasan Korupsi, sedangkan
Dudhie menjalani vonis pidana.
Taubq Kiemas sedang menemui
Duta Besar Amerika Serikat
untuk Indonesia dan Guruh
sedang sakit.

Kekecewaan Megawati ini
langsung ditindaklanjuti oleh
Dewan Kehormatan DPP PDIP.
Ketua Departemen Hukum
DPP PDIP Gayus Lumbuun
mengungkapkan lima anggota
tersebut akan diajukan ke da-
lam sidang Dewan Kehormatan
yang dipimpin Ketua Bidang
Kehormatan DPP PDIP Sidharto

Mereka akan

diperiksa oleh

Indah Kurnia mengaku di-
rinya sedang memeriksakan

jantung ke Rumah Sakit Raff3es,

Dewan Kehormatansingapura. la menunjukkan
. rat izin yang ditandatangani
internal DPP PDIP ti%ﬁ%é retaris F-PDIP Bam-
(Jumat, 25/2) untuk bang Wuryanto dan Mangara

klarifikasi lebih lanju!

Gayus Lumbuun
Ketua DPP PDIP

Danusubroto. “Mereka akan di-
periksa oleh Dewan Kehormatan
internal DPP PDIP besok (Jumat,
25/2) untuk klari Pkasi lebih lan-
jut,” tegasnya.

Dua anggota F-PDIP yang
tidak hadir dalam rapat paripur-
na, Tri Tamtomo dan Indah
Kurnia, mengaku bahwa mere-
ka sedang sakit. Tri Tamtomo
menyatakan dirinya sedang
tidak enak badan. “Kalau rapat
paripurnanya saya tahu, tetapi
sakit kan tidak dapat direncana-
kan,” akunya.

'Siahaan tertanggal 22 Febru-
i2011.

Ancam dipecat

Usulan pansus hak angket
perpajakan berbuntut panjang,
khususnya pada fraksi-fraksi
yang mendukung pembentuk-
an hak angket.

Dua anggota Partai Kebang-
kitan Bangsa (PKB) Lili Wahid
dan Effendy Choirie alias Gus
Choi terancam mendapat surat
peringatan ketiga (SP3) dari
PKB karena mendukung hak
angket.

Menurut Ketua DPP PKB
Marwan Jafar, keputusan untuk
memberi SP3 atau sanksi lain
kepada dua kadernya tersebut
baru akan diputuskan pada

Senin (28/2) mendatang. Per-
ingatan yang akan berujung
pada recalltersebut disebabkan
Lili Wahid dan Gus Choi tetap
mendukung hak angket pada
rapat paripurna lalu, meski
keputusan fraksi menolak hak
angket.

“Pokoknya, siapa pun yang
melanggar akan dikasih pu-
nishment. Melanggar itu bu-
kan di paripurna, pelanggar-
an lain kan banyak seperti
membuat gerakan-gerakan,
manuver-manuver. Ini tindak
indisipliner, padahal kita su-
dah kasih surat resmi bukan
sekadar surat untuk meno-
lak, tapi masih dilanggar, ya
sudahlah,” ujar Marwan di
Gedung DPR, kemarin.

Marwan mengatakan ada
dua mekanisme yang mungkin
diambil partainya, yaitu me-
minta klari bPkasi atau langsung
memecat. (Wta/Ant/P-3)

bhawono@mediaindonesia.com

KPU tidak
Bisa Paksa
Aparat
Daerah

ANGGOTA Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Saut Sirait meng-
aku lembaganya sulit menerje-
mahkan putusan Mahkamah
Konstitusi dalam sengketa
hasil pemilihan umum kepala
daerah (pemilu kada) Kotawa-
ringin Barat, Kalimantan Te-
ngah (Kalteng).

Karena itu, lembaganya tidak
bisa memaksa KPU Kotawa-
ringin Barat untuk menjalan-
kan putusan MK karena akan
melanggar UU.

“Putusan MK tersebut ber-
akhir buntu karena apa yang
diputus MK itu bukan me-
rupakan kewenangan KPU.
KPU berdasarkan UU hanya
menetapkan pasangan terpilih,
sedangkan menetapkan dan
mengesahkan bupati itu ke-
wenangan pemerintah. Tidak
bisa kita diminta melampaui
kewenangan kita,” papar Saut
di Jakarta, kemarin.

la pun menunjuk Menteri Da-
lam Negeri (Mendagri) Gamawan
Fauzi sebagai pihak yang ber-
wenang untuk mengesahkan
pemenang pemilu kada sebagai
Bupati Kotawaringin Barat.

KPU Kalteng sudah menyu-
rati Mendagri untuk segera
mengambil keputusan seraya
mengirim dua berkas sebagai
bahan pertimbangan Mendagri.
Berkas pertama berisi hasil ra-
pat pleno KPU Kotawaringin
Barat pada 12 Juni 2010, yang
menetapkan pasangan Sugian-
to Sabran dan Eko Soemarno
sebagai calon terpilih.

Berkas kedua adalah putusan
MK yang telah memenangkan
Ujang Iskandar-Bambang Pur-
wanto. Pasangan yang dime-
nangkan MK adalah pasangan
yang kalah berdasarkan pe-
rolehan suara di pemilu kada
Kotawaringin Barat.

“Siapa yang akan dipi-
lih Mendagri, itulah yang kita
tunggu hasilnya nanti,” kata
Ketua KPU Kalteng Faridawaty
Darlan Adjeh di Palangkaraya,
Kalteng, seusai mengirim surat
itu pada Senin (21/2).

Saat dihubungi, Direktur
Jenderal Otonomi Daerah Ke-
menterian Dalam Negeri Djo-
hermansyah Djohan mengaku
telah menerima surat itu. Na-
mun, menurutnya, surat KPU
itu tidak sesuai dengan regulasi
yang berlaku.

la menjelaskan, isi surat KPU
Kalteng tersebut berisi berita
acara rapat pleno dan bukan
surat keputusan tentang hasil
pemilu kada Kotawaringin
Barat. (*/P-2)

ASANA diskusi pu-
lik memanas seiring
akar komunikasi

politik, Effendi Ghazali mu-
lai mengkritik inkonsistensi
Sekretaris Kabinet (Seskab)
Dipo Alam.

“Sebelumnya Pak Dipo
mengancam secara kalimat.
Tapi sesudah pers bereaksi
keras, baru beliau melunak.
Nanti kita diskusikan ini
ya,” ujar Effendi sambil
terkekeh.

Hal itu terungkap dalam
diskusi publik bertema
Ancamanboikot pemerintah,
independensi pers, dan
kepentingan publik yang
berlangsung di kantor
Dewan Pers di Jakarta,
kemarin.

Dewan Pers mengundang
Dipo, Effendi, dan aktivis
Fadjroel Rachman untuk
menjadi narasumber dalam
diskusi yang juga dihadiri
Wakil Ketua Dewan Pers
Bambang Harymurti dan
anggota Dewan Pers Agus
Sudibyo.

Bagi Effendi, media boleh
mengontrol pemerintahan,
tetapi pemerintah tidak bisa
mengontrol media.

Mereka Menyikapi

Dipo Alam

"Saya malu, sedih, dan kecewa
berat dengan pernyataan Dipo.
Malu dalam artian kok kawan

sesama aktivis menggunakan
kedudukannya untuk berbuat
sewenang-wenang kepada pers."

Advokat senior

"Pers itu bukan kekuasaan.
Kekuasaan itu identik dengan politik.
Politik dalam kekuasaan itu memiliki
kemampuan untuk menguasai
pemerintah, bisa memaksakan
kehendak, bisa mengerahkan polisi.
Pers tidak begitu."

Wartawan senior
Rosihan Anwar

“Saya merasa terganggu ketika ada
nada ancaman. Menurut saya, itu
adalah upaya yang berlebih-lebihan

Adnan Buyung Nasution

"Kalau media diminta Seskab
untuk penuhi landasan moral
dan etika profesi, pejabat publik
juga harus punya etika dan
paham aturan. Kenapa enggak
ke Dewan Pers dulu?"

dan mengancam demokrasi. Kalau
pemerintahan SBY tetap memperta-

hankan Dipo Alam, akan menuju
pembusukan,”

Aktivis
Fadjroel Rachman

|

“Kalau media diminta
Seskab untuk memenubhi
landasan moral dan etika
profesi, pejabat publik juga
harus punya etika dan
pahami aturan. Kenapa
enggak ke Dewan Pers
dulu?” lanjutnya.

Lantas, Effendi
mempertanyakan, apakah
harian Media Indonesia dan
stasiun televisi Metro TV
dan TV One memang secara
tendensius dan terus-
menerus menjelek-jelekkan
pemerintah.

Aktivis Fadjroel Rachman
mempertanyakan sikap
Dipo Alam selaku pejabat
publik yang mengeluarkan
ancaman. “Saya terganggu
ketika ada nada ancaman.
Menurut saya, itu adalah
upaya yang berlebih-lebihan
dan mengancam demokrasi.
Kalau pemerintahan SBY
mempertahankan Dipo,
akan menuju pembusukan,”
ketus Fadjroel.

Manajer peliputan TV
One Agung Rulianto yang
menjadi undangan diskusi
itu mengatakan medianya
tidak akan melanjutkan
masalah itu. “Kami berharap

seperti lagu Jali-Jali, sampai
di sini saja ya masalah kita.”

Anggota Dewan Pers
Agus Sudibyo menilai
pemberitaan yang negatif
tentang pemerintah belum
tentu melanggar Kode Etik
Jurnalistik.

Menanggapi itu, Dipo
Alam mengatakan, “Kalau
TV One bilang Jali-Jali
sampai di sini, saya juga
begitu. Kalau Metro TV mau
terus, ya saya terus aja,” kata
Dipo.

Dipo berkeras tidak akan
meminta maaf, seperti
somasi yang diajukan
Media Indonesia dan Metro
TV. Meskipun begitu, dia
bersedia dimediasi Dewan
Pers untuk menyelesaikan
permasalahan.

“Jali-Jali sampai di sini,
buat apa saya perpanjang.
Saya juga siap untuk
dimediasi oleh Dewan Pers,”
katanya.

Sebab, menurut dia,
sampai saat ini belum ada
pemboikotan terhadap
media. “Belum ada media
yang diboikot iklan, kenapa
saya harus minta maaf.
Saya hanya mengkritik agar
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Mau Dimediasi, Ogah Minta Maaf

"Memberitakan yang
negatif tentang
pemerintah belum

tentu melanggar
kode etik."

Anggota Dewan Pers

Agus Sudibyo

"ltu adalah kebebasan pers
yang harus dihormati
semua orang. Apakah itu
salah atau tidak, terserah.
Yang penting, era saat ini
kebebasan pers harus
dihormati."

1 Ketua MA
Harifin Tumpa

Pakar komunikasi
Effendi Ghazali

media tidak tiran,” katanya.

Namun, saat
diwawancarai pada 21
Februari, Dipo Alam
mengatakan, “Makanya
saya katakan, boikot saja
sudah! Saya memberikan itu
kepada sekjen-sekjen dan
humas. Maksud saya bukan
kita alergi kritik. Boleh
kritik, kita senang dikritik.
Tapi isinya menegatifkan
akumulasi sehingga orang-
orang menjadi misslead,
that is wrong. Itu bukan
mengkritik itu bukan
mengatakan kebebasan pers,
saya mengatakan boikot
saja. Yang tidak boikot, saya
perhatikan.”

Dari tempat terpisah,
sejumlah kecaman
dilontarkan terhadap
Dipo. Seperti advokat
senior Adnan Buyung
Nasution yang merasa
malu terhadap Dipo. “Saya
malu, sedih dan kecewa
berat dengan pernyataan
Dipo. Malu dalam artian,
kok kawan sesama aktivis
menggunakan kedudukan
untuk berbuat sewenang-
wenang kepada pers,” kata
dia. (*/Ant/P-1)

Interupsi

Selengkapnya dimediaindonesia.com

MI/SUSANTO

Tunggu Putusan
Dewan Pers

PENGANTAR

SEKRETARIS Kabinet Dipo Alam membantah memboikot iklan
media massa yang kerap mengkritik pemerintahan Susilo Bam-
bang Yudhoyono. Meski demikian, mantan aktivis 1978 itu
enggan minta maaf dan siap melayani somasi tiga media yang
disebutnya, yakni Metro TV, TV One, dan Media Indonesia.

Bantahan Dipo itu disampaikan dalam Rapat Dengar Penda-
pat Komisi Il DPR RI dengan UKP4 dan Seskab di Gedung DPR,
Jakarta, Rabu (23/2). Berikut tanggapan masyarakat yang disam-
paikan melalui Mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum
Media Indonesia, dan Interupsi@mediaindonesia.com.

Sekadar Proefballon?

MENIMBULKAN kecurigaan pernyataan Dipo Alam ini. Karena
sebagai sekretaris kabinet apakah dia berwenang menginstruk-
sikan seluruh sekjen dan humas kementerian untuk memboikot
media?

Pasalnya, banyak menteri yang tidak mau membela presiden
atau pemerintah dengan menggunakan hak koreksi. Kalau hanya
itu argumentasi Dipo Alam, sebagai petinggi negara, akan lebih
elok jika dia membereskan masalah ini ke dalam.

Atau memang dimaksudkan sebagai proefballon (mengetes
reaksi masyarakat)?

Kahar Zakir

Orang Cari Muka Cepat Naik Jabatan

MUMPUNG musim jabatan baru, siapa tahu Pak Dipo jadi
menteri.
M Rahmat

Jangan cuma Jago Berkilah

TERNYATA pejabat sekarang jago berkilah ya. Well, rakyat pun
bisa berkilah, penderitaan rakyat yang selama ini dialami, bukan
karena kami malas berusaha, melainkan banyaknya program yang
menindas rakyat dan lebih menguntungkan investor pemilik
modal.

Arief Rahmat Pamungkas

Boikot Lagi

BANYAK ngomonglia, enggak usah saja dimuat beritanya? Makin
jemawa tuh, tunggu saja hasil kerja OC Kaligis. Sudah jangan
diberitakan terus.

Zulkarnaidi Paul

Maafkan Saja Lah

PUTAR ulang saja rekamannya. Walau ujung-ujungnya nanti ya
cuma kasihan saja sama Dipo. Terus dia dimaafkan.
Agus Puji Susanto

Mirip Kelakuan Harmoko

INILAH tipe penjilat sejati, by the way wajahnya kok rada-
rada mirip Harmoko, menteri penerangan era Soeharto yang
hobinya membredel media, ck ck ck... Pantas kelakuannya
mirip.

Nawanti Budhi Kusuma Sulistyastuti

Sandiwara Apa Lagi?

KEMARIN kupingnya tipis, tapi dalam tempo cepat bisa men-
dadak tebal, sandiwara apalagi yang akan dipentaskan di ha-
dapan rakyat?

Nick Yudhawinata Joehara

Jangan Asal Ngomong

OTAK tiran! Hari gini masih ada boikot-boikotan media, kalau
enggak suka kritik, lapor ke Dewan Pers. Jangan asalngomong
saja.

Aryo Baskoro

Media juga Harus Legawa

SEBAIKNYA media massa berbesar hati dengan kritik dari Dipo
Alam karena saya sebagai orang awam dan sebagian masyarakat
lain juga merasa ada overexposéari media. Terutama tentang
kasus yang bernuansa negatif dalam kehidupan berbangsa/
bernegara.

Slamet Ryanto




